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PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi
fokus utama dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional berkelanjutan,
sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila
dan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Undang-
Undang Dasar tersebut menetapkan
bahwa salah satu tujuan pemerintah yaitu
memajukan kesejahteraan umum. Dalam
konteks ini, pemberdayaan UMKM
menjadi korelasi erat dengan upaya negara
dalam meningkatkan kesejahteraan umum.
Berdasarkan data dari (smesco.go.id,
2022), Kementerian Koperasi dan UKM
menyatakaan bahwa jumlah pelaku UMKM
di Indonesia telah mencapai 64,2 juta unit.
Pertumbuhan ini mencerminkan semangat
kewirausahaan dan kontribusi signifikan
dari sektor UMKM terhadap perekonomian
nasional. Meningkatnya jumlah UMKM,
diharapkan terjadi pemberdayaan ekonomi
lebih luas dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

Menurut ~ Peraturan ~ Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan,
perlindungan, dan pemberdayaan koperasi
serta usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), Pasal 35 ayat (3) dari peraturan
tersebut menetapkan kriteria terbaru untuk
UMKM. Terbagi menjadi 3 skala usaha
yaitu mikro, kecil dan besar, kriteria usaha
berdasarkan bersih dan hasil penjualan
pertahun. Berdasarkan peraturan tersebut
usaha mikro memiliki maksimal 1 milyar
kekayaan bersih dan hasil penjualan
pertahun maksimal 2 milyar. Usaha kecil
memiliki lebih dari 1 milyar maksimal 5
milyar kekayaan bersih dan hasil penjualan
pertahun sebesar lebih dari 2 milyar sampai
dengan 15 milyar. Serta usaha besar
memiliki lebih dari 5 milyar sampai 10
milyar kekayaan bersih dan hasil penjualan
pertaahun sebanyak lebih dari 15 milyar
sampai dengaan 50 milyar.

Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) memiliki cakupan yang lebih kecil
daripadaUMKM karenalebihmemfokuskan
pada usaha mikro dan kecil. Dilansir dari
(kominfo.go.id, 2020) menyatakan bahwa
pengembangan UMK juga termasuk
dalam prioritas pengembangan ekonomi.
Menurut (Asri Setiyani, Tri Yuliyanti,
2022), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
di  Kabupaten Sidoarjo menerapkan
berbagai kebijakan dan program untuk
mengembangkan UMKM melalui  pe-
nyelenggaraan  pelatihan,  sosialisasi,
pameran, dan workshop bagi para pelaku
usaha. Adanya berbagai kegiatan tersebut
bertujuan memberikan pengetahuan dan
keterampilan tambahan kepada pelaku
UMKM, memperluas jaringan mereka, dan
meningkatkan pemahaman terkait pasar
dan teknologi terkini.

Terkait upaya mempercepat dan
meningkatkan investasi serta aktivitas
usaha, pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
elektronik melalui sistem Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS
RBA). Menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021,
perizinan berusaha adalah legalitas yang
diberikan kepada pelaku wusaha untuk
memulai dan menjalankan usahanya,
sedangkan  perizian  berbasis  risiko
merupakan perizinan berusaha berdasarkan
tingkat resiko kegiatan usaha. Dalam
peraturan inimenjelaskan bahwapembagian
risiko izin dikategorikan menjadi 4 kategori
berdasarkan jenis perizinan berbasis risiko
yang diperlukan yaitu: rendah, menengah
rendah, menengah tinggi dan tinggi.
Peraturan tersebut menyatakan bahwa
jenis perizinan berbasis risiko tingkat
risiko rendah memerlukan Nomor Induk
Berusaha (NIB) yang terdiri dari 13 digit.
NIB merupakan bukti registrasi atau
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pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya. Fungsi NIB bukan hanya
sebagai identitas, melainkan juga berlaku
sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
Angka Pengenal Impor (API) dan hak
akses kepabeanan, memperoleh fasilitas
pembiayaan dari bank serta berpotensi
untuk mengembangkan usahanya.

Karinayah (2018) menyatakan bahwa
Kabupaten Sidoarjo, disebut sebagai “kota
UMKM” karena terdapat 171.264 usaha
yang terbagi menjadi usaha besar 16.000
usaha, 154.891 usaha mikro dan usaha
kecil menengah sebanyak 154. Selain itu
terdapat 82 sentra industri yang tumbuh dan
ditambah lagi sekitar 11 kampung industri
Pemberdayaan UMKM telah memberikan
dampak positif. Melalui perizinan usaha,
menjadi kunci penting dalam memastikan
pertumbuhan dan daya saing UMKM di
pasar ekspor, khususnya bagi pelaku usaha
di daerah dengan potensi besar seperti
Sidoarjo.
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Desa Punggul merupakan desa
yang mendapat julukan sebagai kampung
topi hal ini dikarenakan sebagaian besar
penduduknya bermata pencaharian sebagai
wirausaha produksi topi sejak puluhan
tahun yang lalu dan masih berjalan sampai
saat ini. Produk yang dihasilkan oleh
beberapa pelaku usaha di Desa Punggul
sudah mampu tembus kepenjuru nusantara
mulai dari Bandung, Bekasi, Riau hingga
Sumatera. Dengan banyaknya para pelaku
usaha di Desa Punggul yang memiliki
potensi untuk mengembangkan usahanya.
Maka, perizinan memiliki peran penting
bagi setiap pelaku usaha supaya usaha yang
mereka dirikan dapat berkembang dan
mampu bersaing dipasar ekspor.

Menurut data dari dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Sidoarjo mengelompokkan
usaha berdasarkan kategori usahanya.
Terdapat 428 mikro usaha yang terdiri
dari 13 kategori usahanya berada di Desa
Punggul. Berikut data usaha mikro di Desa
Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
Sidoarjo (Gambar 1).
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Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2023

Gambar 1. Grafik Usaha Mikro di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo
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Berdasarkan gambar tersebut men-
jelaskan terdapat 12 kategori usaha mikro
di Desa Punggul, usaha mikro topi terbagi
di beberapa kategori usaha yaitu pengrajin,
fashion dan jasa. Jumlah prosentase
pengrajin sebanyak 6%, fashion 8% dan
jasa sebanyak 14%. Dengan total 28%,
angka tersebut tidak mencapai setengah
dari jumlah keseluruhan usaha mikro di
Desa Punggul.

Melihat kondisi di lapangan saat
ini masih banyak pelaku usaha di Desa
Punggul yang belum memiliki legatitas
usaha, sehingga masih banyak usaha yang
sulit berkembang. Salah satunya belum
mampu memproduksi dalam skala besar
karena kurangnya modal. Hal ini sangat
disayangkan karena usaha yang berpotensi
untuk berkembang belum diberdayakan
secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan di atas,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang bertujuan menganalisis Implementasi
kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil
di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan,
Kabupaten Sidoarjo dan sasaran penelitian
ini adalah pelaku usaha topi. Penelitian
ini menggunakan model Implementasi
kebijakan oleh Edward III, teori ini
digunakan karena sesuai dengan fenomena
permasalahan yang ada pada implementasi
kebijakan perizinan usaha untuk usaha
mikro dan kecil di Desa Punggul,
Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA
Rahawarin (2019) memberikan definisi
bahwa implementasi adalah suatu proses
yang melibatkan sejumlah  sumber,
termasuk manusia, dana, dan kemampuan
organisasional. Proses ini dilakukan oleh
pemerintah atau swasta, baik individu
maupun kelompok, dengan tujuan mencapai
sasaran yang telah ditetapkan oleh pembuat
kebijakan.

Menurut Mustari (2015) menyatakan
bahwa Kebijakan publik adalah segala

hal yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan (public
policy is whatever government choose
to do or not to do). Meskipun definisi ini
cukup tepat, namun kurang memberikan
perbedaan yang jelas antara keputusan
yang diambil oleh pemerintah dan
implementasinya. Selain itu, konsep ini
dapat mencakup tindakan-tindakan seperti
perekrutan pegawai baru atau pemberian
lisensi, yang sebenarnya berada di luar
lingkup kebijakan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor
5 Tahun 2021 Menjelaskan bahwa Nomor
Induk Usaha (NIB) merupakan bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
menjalankan kegiatan usaha dan berfungsi
sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya.

Terdapat beberapa penelitian me-
ngenai perizinan usaha, pertama Khairani,
Hamdi an Labolo, (2022). Penelitian ini
menjelaskan  sistem perizinan Online
Single Submission (OSS) dalam pelayanan
publik belum berjalan dengan baik. Hal
ini dapat dilihat dari belum tercapainya
jumlah kelompok sasaran pelaku usaha
dan perizinan usaha, tempat pelayanan
perizinan belum memenuhi standart.
Persaman penelitian sebelumnya dengan
penelitian sekarang ialah membahas
terkait implementasi perizinan usaha.
Perbedaannya  penelitian  sebelumnya
menggunakan model impelementasi dari

Hamdi sedangkan penelitian sekarang
menggunakan model implementasi
kebijakan Edward III.

Penelitian kedua oleh Ginting dkk.
(2022) membahas perizinan usaha mikro
kecil berbasis Online Single Submission
Risk Based Approach (OSS RBA) di
Kabupaten Situbondo sudah terlaksana
dengan cukup baik. Hal ini ditandai selama
kebijakan diimplementasikan tidak terjadi
masalah yang berarti dan kebijakan ini
mendapatkan respon yang sangat positif
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baik dari badan pelaksana dan pelaku usaha
selaku sasaran dari kebijakan. Persamaan
penelitian sebelumnya dengan penelitian
sekarang menggunakan teknik analisis
data dari Miles dan Huberman. Perbedaan
penelitian  sebelumnya merujuk ke
kabupaten sedangkan penelitian sekarang
lebih merujuk ke desa.

Hambatan dalam pelaksanaan per-
izinan usaha dan hasil temuan dari studi
sebelumnya menjadi hal menarik dalam
penelitian yang sedang dilaksanakan.
Berdasarkan pernyataan Presiden Republik
Indonesia OSS berbasis risiko merupakan
reformasi signifikan dalam perizinan.
Menggunakan layanan perizinan secara
online yang terintegrasi, terpadu dengan
paradigma perizinan berbasis  risiko.
Oleh karena itu OSS RBA merupakan
pengembangan dari OSS versi sebelumnya
dan seharusnya sudah dapat menjawab
permasalahan dan kendala yang dihadapi
sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Menurut  Sugiyono (2015) penelitian
kualitatif ialah suatu penelitian yang
berguna untuk meneliti suatu kondisi objek
yang alamiah. Penelitian ini dipaparkan
dengan cara deskriptif yaitu melalui
bahasa ataupun kata-kata, gambar dan
bukan angka. Penelitian dilakukan di Desa
Punggul karena desa ini mendapat julukan
sebagai kampung topi oleh pemerintah
Kabupaten Sidoarjo, karena ditemukan
kesenjangan terkait izin usaha oleh para
pelaku usaha topi yang belum memiliki
legalitas usahanya.

Data penelitian diperoleh meng-
gunakan teknik pengumpulan data,
menurut Ginting dkk. (2022) menyatakan
bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat
beberapa teknik pengumpulan data di
antaranya:

Wawancara

Menurut Wanto (2018) Wawancara
merupakan metode penelitian yang
melibatkan interaksi langsung antara
peneliti dan informan. Penelitian ini
melibatkan wawancara face fo face atau
melalui telepon dengan informan yang
dianggap berkompeten dan memiliki
informasi  terkait rumusan masalah
penelitian. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti untuk memperoleh data yang
relevan dan mendalam, serta mendapatkan
wawasan langsung dari pihak dinas yang
menjadi  fokus penelitian.  Penelitini
wawancara dilakukan dengan Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Sidoarjo, perangkat Desa
Punggul serta pelaku usaha topi di Desa
Punggul.

Observasi

Menurut  Wanto  (2018)  Observasi
merupakan metode yang digunakan peneliti
secara langsung terlibat dalam mengamati
dan mencatat aktivitas serta tingkah laku
subjek penelitian di lapangan. Peneliti
memilih jenis observasi tak berstruktur
untuk memberikan kebebasan dalam
penelitian, memungkinkan pencatatan hal-
hal yang menarik, serta memungkinkan

analisis dan kesimpulan yang lebih
fleksibel.

Dokumentasi

Menurut Wanto (2018) Dokumentasi

adalah metode pengumpulan data yang
melibatkan perolehan dokumen atau arsip
dari instansi yang menjadi fokus penelitian.
Ini mencakup data yang diperoleh dari
berbagai sumber seperti internet, brosur,
peraturan-peraturan, dan jenis dokumen
lainnya yang relevan dengan kebutuhan
penelitian.
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Menurut (Sugiyono, 2008) Analisis
data merupakan langkah sistematis dalam
mencari dan mengorganisir data yang
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan,
serta sumber informasi lainnya. Tujuannya
adalah menyajikan informasi dengan cara
yang jelas dan mudah dipahami, serta
memungkinkan untuk disampaikan kepada
orang lain dengan efektif. menurut Miles
dan Huberman. Miles dkk. 2014: 31-33
(dalam (Ginting dkk., 2022) teknik analisis
data memaparkan terdapat 3 komponen
dalam menganalisis data, antara lain:

a. Kondensasi Data
Kondensasi data merujuk pada
langkah-langkah dalam pemilihan,
penekanan, penyederhanaan, abstraksi,
dan transformasi data yang mencakup
seluruh aspek dari catatan lapangan
tertulis, transkrip wawancara, dokumen,
dan bahan empiris lainnya. Hasilnya,
proses kondensasi data ini terjadi
setelah peneliti melakukan wawancara
dan mengumpulkan data tertulis
dari lapangan. Transkrip wawancara
kemudian diurai untuk mendapatkan
fokus penelitian yang diperlukan oleh
peneliti.
b. Penyusunan Data

Penyajian data melibatkan proses
mengorganisir, menyatukan, dan me-
nyimpulkan informasi. Dalam konteks
ini, penyajian data juga berperan
penting dalam memahami konteks
penelitian melalui analisis yang lebih

mendalam.
c. Pengambilan Simpulan
Penarikan simpulan dilakukan

oleh peneliti mulai dari tahap awal
pengumpulan data, peneliti mencari
pemahaman yang tidak memiliki pola,
mencatat keteraturan penjelasan, dan
mengidentifikasi alur sebab akibat.
Proses ini mencapai puncaknya dengan
menyimpulkan secara menyeluruh data
yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam penelitian
kualitatif, temuan baru cenderung bersifat
samar-samar atau kurang jelas. Dalam
usaha untuk memberikan kejelasan,
peneliti mencoba mengadopsi teori yang
telah teruji keberhasilannya. Selanjutnya,
peneliti menganalisis temuan baru tersebut
dengan menggunakan komponen dari
analisis data untuk menjelaskannya secara
lebih terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara, observasi,
dan dokumentasi, peneliti akan me-
nyajikan temuan terkait implementasi
kebijakan perizinan usaha topi di Desa
Punggul, Kabupaten Sidoarjo. Analisisi
implementasi kebijakan ini dilakukan
dengan merujuk pada konsep implementasi
kebijakan menurut Edward III, Konsep
tersebut mencakup empat indikator yang
memengaruhipelaksanaankebijakan,antara
lain: komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi. (Sekarningrum dkk.,
2021).

Komunikasi
Komunikasi merupakan bagian terpenting
untuk pencapaian keberhasilan dalam
pelaksanaan ~ implementasi.  Dimensi
komunikasi merupakan bagian dari
implementasi guna memberikan informasi
kabijakan supaya mampu tersampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat (Laili &
Choiriyah, 2021). Edward III menyatakan
bahwa suatu kebijakan publik dapat
berhasil dan efektif terlaksana apabila
terdapat komunikasi yang efektif antara
pelaksana kebijakan dan para pemangku
kepentingan. Dalam konteks ini, terdapat
beberapa dimensi indikator komunikasi
menurut Edward III, antara lain transmisi,
kejelasan, dan konsistensi.

Dimensi  transmisi  menekankan
pentingnya penyampaian program dengan
baik supaya para pelaku pelaksana dapat
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memahami dan mengetahui tujuan dari
program tersebut (Sekarningrum dkk.,
2021). Komunikasi ini bersifat unilateral,
yakni arahnya hanya dari pembuat
kebijakan menuju pelaksana kebijakan
(Edyanto dkk., 2021). Terkait hal tersebut
pemerintah melakukan koordinasi
internal sebagai upaya mencapai tujuan
dari kebijakan yang ada secara efektif.
Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi
dan menyelenggarakan kegiaatan jemput
bola urus NIB kepada pelaku usaha di
Kabupaten Sidoarjo guna memberikan
pemahaman kepada para pelaksana
kebijakan supaya dapat melaksanakan
kebijakan dengan baik. Berikut kegiatan
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo di
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
(Gambar 2).

Gambar tersebut menunjukkan bahwa
dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu kabupaten Sidoarjo
telah melakukan sosialisasi di Kecamatan
Gedangan bertujuan memberikan akses
lebih mudah kepada para pelaku usaha.
Kegiatan  diselenggarakan di  kantor
kecamaatan Gedangan pada tanggal 26 Juni

2023 dan dihadiri oleh para pelaku usaha di
Kecamatan Gedangan salah satunya desa
Punggul. Dengan adanya kegiatan jemput
bola tersebut sangat berpengaruh pada
jumlah pelaku usaha kabupaten Sidoarjo
yang mendaftarkan usahanya, pada tahun
2022 terdapat sebanyak 883 unit usaha saat
ini jumlahnya meningkat sebanyak 2.424
unit usaha.

Ditemukan persamaan hasil penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Jeklin dkk.,
(2016) dengan penelitian sekarang bahwa
DPMPTSP Kabupaten Gresik dan Sidoarjo
dalam melakukan komunikasi dengan
mengadakan kegiatan sosialisasi di kantor
kecamatan.

Dimensi Kejelasan, setelah adanya
transmisi kebijakan, sebaiknya diikuti
dengan kejelasan informasi supaya tidak
membingungkan dan penerima informasi
dapat mengetahui maksud dan tujuan
dari kebijakan secara tepat. Untuk itu,
penting adanya kejelasan komunikasi
dari atas ke bawah yang tegas sehingga
tidak ada kelonggaran bagi pelaksana
untuk menafsirkannya berbeda, perlunya
ketepatan dan keakuratan informasi
kebijakan (Edyanto dkk., 2021). Dalam
hal ini saat kegiatan sosialisasi DPMPTSP

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, 2023
Gambar 2. Kegiatan Jemput Bola Oleh DPMPTSP Kab. Sidoarjo
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menyampaikan  informasi =~ mengenai
mekanisme prosedur alur sistem OSS
Berbasis risiko. Dari hasil penelitian
menunjuk masih banyak pelaku usaha yang
kurang pemahaman mengenai legalitas
usaha. Hal ini disampaikan oleh ibu tk
selaku pelaku usaha topi di Desa Punggul
sebagai berikut:

“Tidak ada niatan untuk mengurus
izin usaha karena satu repot tidak ada
waktu dan ribet. Intinya kita tidak
butuh legalitas usaha, yang terpenting
ada kerjaan langsung diselesaikan dan
dapat uang” (Hasil wawancara 03
November 2023).

Hal ini membuktikan bahwa masih
terdapat pelaku usaha yang memiliki
stigma  keraguan dan kekhawatiran
dalam mengurus legalitas usaha. Proses
pendaftarn usaha yang harusnya dapat
dilakukan secara mandiri di rumah dengan
mengakses link oss.go.id tanpa datang ke
DPMPTSP atau Dinas Koperasi dan proses
penerbitan NIB yang cepat tidak sampai
satu hari. Tetapi para pelaku usaha masih
beranggapan bahwa proses perizinana
usaha masih berbelit-belit.

Ditemukan persamaan hasil penelitian
yang dilakukan penelitian sebelumnya oleh
Ginting dkk. (2022) dengan penelitian
sekarang baahwa masih terdapat pelaku
usahayang masih kurang dalam pemahaman
legaalitas usaha. Sehingga ditemukan
banyak pelaku usaha yang belum memiliki
legalitas usahanya.

Dimensi konsisten, Instruksi imple-
mentasi kebijakan yang tidak konsisten
dapat mendorong para pelaksana untuk
mengadopsi tindakan yang sangat fleksibel
dalam penafsiran dan pelaksanaan ke-
bijakan. Jika situasi ini terjadi, dampak-
nya adalah ketidakefektifan imple-mentasi
kebijakan karena tindakan yang sangat
fleksibel mungkin tidak sesuai dan tidak
tepat digunakan untuk mencapai tujuan-
tujuan kebijakan (Wumu dkk., 2022).

Berdasarkan teori tersebut maka dalam
penelitian ini dimensi konsisten dilihat
dari penyampaian informasi saat kegiatan
sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP
di berbagai target lokasi selalu sama,
mengacu pada peraturan pemerintah
nomor 5 tahun 2021. Kegiatan sosialisasi
yang telah dilakukan di 12 kecamatan
di kabupaten Sidoarjo, berikut jadwal
kegiatan jemput bola yang telah dilakukan
oleh DPMPTSP (Gambar 3).

Gambar 3, menunjukkan bahwa ke-
giatan jemput bola telah dilakukan ke 12
Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo meliputi,
Kecamatan Tarik, Balongbendo, Krian,
Prambon, Krembung, Wonoayu, Tulangan,
Sukodono, Taman, Waru, Gedangan dan
Buduran. Upaya tersebut membuktikan
bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo
konsisten dalam menjalankan program
guna mendukung kebijakan yang telah
ditetapkan.

Sumber Daya
Sumber daya adalah faktor utama dalam
operasional  suatu  organisasi.  Saat

menjalankan kebijakan publik yang telah
diadopsi, pemerintah perlu mendapatkan
dukungan sumber daya yang memadai
(Kusuma & Simanungkalit, 2022). Jika
kebijakan telah direncanakan dengan baik
namun tidak mendapatkan dukungan dari
sumber daya yang memadai, maka tujuan
dari kebijakan tersebut dapat terhambat
atau terganggu (Erlangga dkk., 2022).
Berikut indikator dari sumber daya yang
perlu diperhatikan meliputi sumber daya
manusia dan sumber daya fasilitas atau
sarana prasarana.

Dimensi sumber daya manusia,
Sumber daya manusia (SDM) merupakan
aset utama atau modal manusia dalam
suatu organisasi, dan juga merupakan salah
satu faktor yang memengaruhi kesuksesan
pelaksanaan kebijakan (Fitrianingrum dkk.,
2020). Jika sumber daya manusia pelaksana
kebijakan mengalami kekurangan, maka
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implementasi  kebijakan tidak akan
berjalan secara efektif. Sebaliknya, jika
sumber daya manusia yang dimiliki
berkinerja baik, maka implementasi
kebijakan tersebut dapat berjalan dengan
optimal (Erlangga dkk., 2022). Untuk
mengimplementasikan kebijakan perizinan
usaha diperlukan sumber daya manusia
yang mabhir. jumlah pegawai DPMPTSP
yang melayani perizinan terdapat empat
orang. Berdasarkan hasil observasi, terlihat
bahwa dengan sumber daya manusia yang
dimiliki, DPMPTSP berhasil melaksanakan
implementasi perizinan berbasis Online
Single Submission Risk Based Approach
(OSS RBA) secara efektif. Mereka juga
mampu mengatasi permasalahan yang
dihadapi oleh para pemohon dengan baik.

Ditemukan persamaan dari hasil
penelitian sebelumnya oleh Ginting dkk.
(2022) dengan penelitian sekarang bahwa
sumber daya manusia yang dimiliki oleh
DPMPTSP Kabupaten Situbondo dan
Sidoarjo mampu mengimplementasikan
perizinan berbasis OSS RBA dengan baik

23 MEI - 2

dan dapat menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi oleh para pemohon.
Dimensi sumber daya fasilitas atau
sarana prasarana Ketersediaan sarana
prasarana yang memadai dan bermutu
sangat penting bagi setiap organisasi, dan
ini diatur dengan tujuan mencapai hasil
yang diharapkan. Sarana prasarana berperan
sebagai elemen penunjang yang mendukung
koordinasi kinerja petugas pelaksana,
bertujuan mempermudah segala aspek
dalam hal pengelolaan. Menurut E-buddy
dkk. (2020) sarana prasarana menjadi unsur
tambahan yang mendukung kelancaran
koordinasi kinerja petugas pelaksana,
dengan tujuan memudahkan segala
aspek dalam pengelolaan administratif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemerintrah menyediakan fasilitas klinik
konsultasi untuk para pelaku usaha yang
gagap teknologi. Berikut pamflet kegiatan
layanan klinik yang diselenggarakan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo (Gambar 4).

7 JUN

MULAJ PURUL O9.00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 3. Jadwal Kegiatan Jemput Bola
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Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2023

Gambar 4. Layanan Klinik Konsultasi Fasilitasi Penerbitan NIB

Gambar 4, menjelaskan bahwa Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo memberikan layanan klinik
pendampingan urus NIB setiap hari senin
sampai jumat dijam kerja bertempat di
kantor Dinas Koperasi dengan membawa
persyaratan yang telah dicantumkan berupa
KTP dan NPWP. Informasi yang bisa
diperoleh dengan mengakses link diskopda.
sidoarjokab.go.id sehingga seluruh pelaku
usaha di Kabupaten Sidoarjo dapat me-
ngetahui informasi adanya layanan tersebut.

Ditemukan perbedaan penelitian se-
belumnya oleh Fuadi (2023) menempatkan
layanan klinik konsultasi pada setiap
kecamatan di Kabupaten Bintan sedangkan
penelitian sekarang menyampaikan bahwa
layanan klinik konsultasi berada di Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro atau DPMPTSP
Kabupaten Sidoarjo.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana atau
kemauan, komitmen, serta kecenderungan
para pelaku kebijakan untuk melaksanakan
kebijakan secara sungguh-sungguh se-
hingga dapat mencapai tujuan yang
diharapkan (Setyawan & Srihardjono,
2016). Disposisi merupakan watak atau
karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana
kebijakan (Hildayanti, 2022). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
disposisi yaitu karakteristik yang menempel
kepada implementator (pegawai/petugas)
seperti: komitmen dalam memberikan
pelayanan dengan sebaik-baiknya, ke-
Jjujuran, semangat.

Dalam hal mempertahankan mutu
pegawai DPMPTSP menggunakan Teknik
insentif untuk mengatasi masalah sikap para
pelaksana kebijakan dengan memanipulasi
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insentif. Berikut pemberian penghargaan
kepada staf terbaik (Gambar 5).

Gambar 5 menunjukkan bahwa
insentif diberikan berupa penghargaan
kepada pegawai dengan kinerja terbaik.
Upaya ini dapat menjadi motivasi pegawai
yang lain untuk bersikap lebih baik sehingga
memperkecil terjadinya penyimpangan
aturan. Secara mendasar, perilaku manusia
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi,
sehingga tindakan para pelaksana kebijakan
dapat dipengaruhi oleh manipulasi insentif
yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Struktur Birokrasi

Pemahaman terhadap struktur birokrasi
atau organisasi dapat diartikan sebagai
pola hubungan koordinasi dan kewenangan
di antara pelaksana yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward
III, struktur birokrasi menjadi faktor
keempat yang memengaruhi implementasi
kebijakan. Struktur birokrasi ini melibatkan
dua aspek utama, yaitu mekanisme atau
standar prosedur pelaksana (SOP) dan
fragmentasi (Edyanto dkk., 2021).

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 5. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Terbaik
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Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
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Dimensi standar rosedur pelaksana
(SOP), Menurut Edward III SOP yang baik
adalah mencantumkan kerangka kerja yang
jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, dan
mudah dipahami dikarenakan akan menjadi
acuan bagi implementator atau pelaksana
kebijakan. Dalam penyelenggaraan per-
izinan usaha ditetapkan standar prosedur
pelaksana berdasarkan keputusan
kepala dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten
Sidoarjo nomor: 188/ 31 /438.5.16/2023.
Keberhasilan DPMPTSP dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh para
pemohon dengan baik terbukti melalui
survei kepuasan yang diberikan masyarakat
kepada DPMPTSP sebagai berikut (Gambar
6).

Gambar 6 menjelaskan bahwa pe-
layanan yang diberikan oleh DPMPTSP
kepada masyarakat menunjukkan kinerja
yang sangat baik. Walaupun hasil penilaian
kinerja yang diperoleh sangat baik,
DPMPTSP perlu untuk mempertahankan
kinerjanya supaya masyarakat merasa
puas dengan layanan yang diberikan.
Guna meningkatkan mutu pelayanan dan
melakukan upaya peningkatan Pelayanan
Perizinan Berusaha di DPMPTSP, maka
SOP dievaluasi secara berkala minimal 1
(satu) tahun sekali.

Ditemukan perbedaan dari hasil
penelitian  terdahulu yang dilakukan
oleh Khairani dkk., (2022) bahwa dalam
menjalankan standar elayanan berpedoman
pada peraturan bupati sedangan penelitian
sekarang standar pelayanan diatur oleh
keputusan kepala dinas.

Dimensi Fragmentasi yaitu para
aparatur kebijakan dalam menjalankan
tugasnya  saling  melengkapi  dan

mendukung masing-masing dari mereka,
sehingga pola hubungan yang terjadi
bersifat saling bekerjasama (A.Hildayanti,
2022). Berdasarkan teori tersebut maka
dalam penelitian ini dimensi fragmentasi
dilihat dari kejasama yang dilakukan oleh

pemerinatah daerah dengan desa. Kepala
Desa Punggul memilih untuk memberikan
kebebasan kepada pelaku usaha terkait
legalitas usahanya. Pernyataan tersebut
disampaikan oleh bapak Fathu Rohaman
selaku Kepala Desa Punggul sebagai
berikut;

“Selama saya menjabat sebagai kepala
desa 2 tahun belum ada pelaku usaha
yang mengurus surat izin. Karena kami
terserah pelaku usaha tidak memaksa
mereka untuk mengurus izin usaha
karena masyarakat sendiri juga sudah
tidak ada keinginan untuk mengurus
perizinan usaha. Percuma kami terus
melakukan sosialisasi kalau dari pelaku
usahanya sudah tidak ada niatan untuk
mengurus izin usaha itu ribet, adanya
pajak, apalagi usaha yang baru berdiri
merasa baru berdiri usaha sudah ribet
perizinan. Bisa-bisa mereka tidak jadi
memproduksi. Yang penting usaha jalan,
ekonomi berputar gitu aja kita tidak
mau memaksakan.” (Hasil wawancara
tanggal 07 November 2023).

Pernyataan tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah desa kurang mendukung
adanya kebijakan yang ada. Tindakan
tersebut dipilih oleh kepala desa guna
mempertahankan  perputaran  ekonomi
dengan pelaku usaha tetap memproduksi
topi tanpa mengantongi legalitas usaha.
Adanya kelonggaran tersebut menjadikan
impelementasi kebijakan perizinan usaha
bagi pelaku usaha topi di Desa Punggul
tidak dapat berjalan dengan baik dan usaha
yang dimiliki juga sulit berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi
kebijakan izin usaha bagi usaha mikro di
Desa Punggul, dari pemaparan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa masih terdapat
beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, kegiatan sosialisasi dan
jemput bola urus NIB merupakan terobosan
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untuk meningkatkan pemahaman dan
partisipasi seluruh pelaku usaha supaya
kebijakan perizinan usaha dapat berjalan
lebih efektif yang perlu dilanjutkan. Tidak
hanya sosialisasi kepada para pelaku usaha,
koordinasi internal juga perlu dilakukan
supaya tidak terjadi kesenjangan wewenang
dan tanggung jawab sebagai para pelaksana
dalam pelaksanaan kebijakan perizinan.
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